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ABSTRAK

Penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang
diberlakukan mulai 1 Januari 2025 telah menimbulkan berbagai respons dari pelaku
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai sektor strategis dalam
perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi wajib
pajak UMKM terhadap kebijakan tersebut serta memahami dampaknya dalam
kegiatan usaha, daya beli konsumen, dan pemahaman perpajakan. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif yang mengumpulkan data melalui
wawancara mendalam terhadap enam informan yaitu wajib pajak pelaku UMKM,
akademisi perpajakan, praktisi konsultan pajak, dan otoritas pajak. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penyesuaian tarif PPN menimbulkan persepsi negatif akibat
kenaikan harga jual, penurunan omzet usaha, serta lemahnya daya beli konsumen.
Di samping itu, rendahnya pemahaman terhadap kebijakan khususnya di kalangan
UMKM non-PKP dapat memperburuk kemampuan adaptasi dan meningkatkan
resistensi. Berdasarkan kerangka Theory of Planned Behavior dan Teori Atribusi,
ditemukan bahwa sikap negatif, norma pasar, dan keterbatasan kontrol eksternal
menjadi faktor utama pembentuk persepsi wajib pajak pelaku UMKM. Oleh karena
itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi, edukasi
perpajakan, serta kebijakan yang lebih inklusif dan adil bagi pelaku UMKM agar
implementasi PPN 12% dapat diterima secara rasional dan mendukung tujuan
pembangunan nasional.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, UMKM, Persepsi
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MSME TAXPAYERS PERCEPTIONS OF THE
VALUE ADDED TAX RATE ADJUSTMENT

David Indra Kurniawan
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ABSTRACT

The adjustment of the Value Added Tax (VAT) rate from 11% to 12%, effective
January 1, 2025, has triggered varied responses from Micro, Small, and Medium
Enterprises (MSMEs), a key sector in Indonesia’s national economy. This study
aims to explore the perceptions of MSME taxpayers regarding the VAT rate
adjustment policy and to assess its implications for business operations, consumer
purchasing power, and tax comprehension. Employing a qualitative interpretive
approach, data were collected through in-depth interviews with six informants,
comprising MSME taxpayers, tax academics, tax consultants, and representatives
of the tax authority. The results indicate that VAT adjustment has generally elicited
negative perceptions due to increased selling prices, declining business turnover,
and reduced consumer purchasing power. Furthermore, limited understanding of
the policy, particularly among non-VAT-registered businesses (non-PKP), has
hindered their ability to adapt and heightened resistance to the policy. Drawing on
the Theory of Planned Behavior and Attribution Theory, the study finds that
negative attitudes, prevailing market norms, and restricted external control are the
key factors shaping taxpayer perceptions. The study recommends improved
outreach and education efforts by the government, along with more inclusive and
equitable tax policies tailored to the needs of MSMEs, in order to foster rational
acceptance of the 12% VAT rate and support the goals of national development.

Keywords: Value Added Tax, MSMEs, Perception
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber pendapatan negara melalui sektor perpajakan merupakan penopang
utama dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Organisation for Economic
Co-operation and Development (OECD) menyatakan rasio pajak Indonesia
sebesar 12,1% masih dibawah rata-rata Asia Pasifik sebesar 19,3% dan sangat
jauh dibawah rasio pajak OECD sebesar 34% (OECD, 2024). Pada dasarnya,
rasio pajak menunjukkan gambaran penerimaan pajak secara maksimal
sekaligus sebagai perbandingan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu
negara. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin tinggi
penerimaan pajak yang diperoleh (Usmansyah et al., 2022). Rasio pajak
Indonesia saat ini yang masih jauh dibawah rata-rata telah mendesak otoritas
pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak demi kelangsungan hidup dan
masa depan negara (Y Sanjaya et al., 2020). Hal itu didukung dengan terbitnya
kebijakan pemerintah yang menyesuaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak yang dipercaya akan mampu
meningkatkan rasio pajak (Poudel, 2023; Yossinomita et al., 2024).

Optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia telah diupayakan pemerintah
salah satunya dengan intensifikasi melalui penerbitan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (Faisol dan
Norsain, 2023). Dalam Pasal 7 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan



atas Barang Mewah (UU PPN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU HPP menyatakan bahwa tarif PPN akan disesuaikan dari 11%
menjadi 12% yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025. Tarif tersebut
merupakan yang tertinggi kedua di Kawasan Asia Tenggara setelah Negara
Filipina sebesar 12%, diikuti dengan Laos, Malaysia, Kamboja, Vietnam
sebesar 10%, Thailand sebesar 7%, Singapura sebesar 9%, dan Myanmar
sebesar 5%. Oleh karena itu pemerintah berharap dengan penyesuaian tarif PPN
menjadi 12% ini dapat mengoptimalkan penerimaan negara mengingat PPN
merupakan kontribusi terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh) Non
Migas yang nantinya dapat mendorong pembangunan dan pemulihan ekonomi
(Aryani dan Tambunan, 2022).

Penyesuaian tarif PPN menjadi 12% memang hanya sebesar 1% dari tarif
11%, namun telah berdampak pada meningkatnya seluruh harga barang dan jasa
oleh perusahaan. Penyesuaian ini juga berdampak pada menurunnya daya beli
masyarakat karena melemahnya konsumsi rumah tangga yang disebabkan oleh
adanya penambahan beban pajak, sehingga dapat memperlambat pertumbuhan
ekonomi (Thomas, 2020). Daya beli masyarakat yang menurun memiliki
dampak berkelanjutan pada penjualan suatu perusahaan yang menyebabkan
kinerja keuangan negatif dan penurunan aktivitas usaha dengan mengurangi
tenaga kerja (Ricardo dan Tambunan, 2024). Walaupun penyesuaian tarif PPN
menjadi 12% telah disahkan sejak tahun 2021, kebijakan ini telah menciptakan

kegelisahan bagi masyarakat Indonesia (Liyana, 2021).



Sejatinya penyesuaian tarif PPN 12% di Indonesia merupakan yang kedua
kalinya. Dimulai dari tarif 10% yang bertahan sejak tahun 1983 dan mengalami
penyesuaian menjadi 11% pada tahun 2022. Penyesuaian tarif menjadi 11%
dilakukan pemerintah atas pertimbangan untuk memulihkan ekonomi akibat
pandemi Covid-19 yang telah membebani keuangan negara melalui berbagai
subsidi. Penyesuaian ini telah berhasil mendukung pemulihan ekonomi
sekaligus meningkatkan penerimaan negara sebesar 10%-15%. Namun
sayangnya, potensi penerimaan PPN masih belum mencapai potensi maksimal
dan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Berlanjut pada
penyesuaian tarif PPN kedua, pemerintah terus berupaya untuk
mengoptimalkan penerimaan pajak agar dapat menyiapkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara optimal dengan orientasi untuk
kesejahteraan masyarakat (DJP, 2024a, 2024b).

Penerimaan pajak melalui PPN terbukti telah berpengaruh besar yang
mencakup sekitar sepertiga dari total penerimaan pajak di negara-negara OECD
(OECD, 2022). PPN dikatakan sebagai money machine (mesin uang)
pemerintah dalam menghimpun sumber pendapatan negara yang produktif
karena pemungutannya yang sebanding dengan pertumbuhan ekonomi negara.
Secara Psychological Advantages (keuntungan psikologis), beban pajak yang
ditanggung atas konsumsi tidak disadari oleh konsumen karena biasanya PPN
telah diperhitungkan ke dalam harga jual barang atau jasa (Ricardo dan
Tambunan, 2024; Zidkova dan Stastna, 2019). Keuntungan psikologis

merupakan salah satu pertimbangan pemerintah untuk memilih menyesuaikan



tarif PPN dibandingkan tarif PPh yang secara langsung mengurangi
pendapatannya.

Adanya penyesuaian tarif PPN menjadikan pemerintah untuk perlu
memperhatikan khususnya bagi Wajib Pajak (WP) pelaku Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM). Mengingat peran UMKM dalam perekonomian
nasional yang memiliki dampak besar dan berpotensi meningkatkan
kesejahteraan masyarakat (Darmayasa et al., 2022). Namun dibalik peran yang
besar, UMKM masih belum mampu menyumbang penerimaan pajak yang
sebanding dengan peran ekonominya (Darmayasa et al., 2021). Penyesuaian
tarif PPN menjadi 12% akan berdampak signifikan bagi kegiatan UMKM
khususnya dalam hal daya saing usaha, keberlanjutan usaha, dan pemahaman
perpajakan. Hal ini dikarenakan WP pelaku UMKM yang berhadapan langsung
dengan konsumen akhir sekaligus menjadikannya tempat berkeluh kesah atas
penyesuaian harga barang atau jasa. Ketidakpatuhan dan penghindaran pajak
oleh WP UMKM juga dapat menjadi tantangan baru bagi pemerintah, sehingga
berdampak pada penerimaan pajak yang tidak optimal (Amalia et al., 2025).

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu adanya pandangan melalui
WP pelaku UMKM yang terdampak pada penyesuaian tarif PPN 12%.
Penyesuaian tarif PPN dapat meningkatkan penerimaan negara dan
kesejahteraan masyarakat. Namun penyesuaian tersebut juga dapat berbanding
terbalik karena menurunnya daya beli masyarakat sehingga memperlambat

pertumbuhan ekonomi. Merujuk pada fenomena tersebut, maka peneliti tertarik



untuk mengkaji lebih dalam terkait bagaimana persepsi WP pelaku UMKM

terhadap penyesuaian tarif PPN.

. Rumusan Masalah

Peningkatan penerimaan pajak melalui penyesuaian tarif PPN dapat
mendukung pembangunan yang berkelanjutan sehingga dapat menyejahterakan
masyarakat. Dengan adanya penyesuaian tarif PPN akan berdampak pada
meningkatnya harga jual barang atau jasa dan menurunnya daya beli
masyarakat. Penyesuaian tersebut berdampak pada WP pelaku UMKM yang
berhadapan langsung dengan konsumen akhir. Adanya fenomena tersebut
membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai persepsi WP
pelaku UMKM terhadap dampak adanya penyesuaian tarif PPN. Maka dari itu,
peneliti mempertanyakan bagaimana persepsi WP pelaku UMKM terhadap

penyesuaian tarif PPN dari 11% menjadi 12%.

. Batasan Masalah

Penyesuaian tarif PPN menjadi 12% telah diberlakukan mulai bulan Januari
2025, sehingga dampak secara nyata melalui kebijakan ini telah dirasakan oleh
masyarakat. Supaya penelitian ini fokus dan konkret, peneliti membatasi
pembahasan masalah terkait penelitian yang akan dilakukan. Untuk itu peneliti
lebih memfokuskan pada persepsi Wajib Pajak pelaku UMKM yang terkena

dampak penyesuaian tarif PPN 12% di Kota Denpasar.



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Pemerintah meyakini penyesuaian tarif PPN dapat meningkatkan
penerimaan negara. Hal itu mendapat berbagai tanggapan positif dan negatif
oleh masyarakat yang terdampak pada kenaikan harga barang atau jasa yang
menyebabkan persaingan usaha semakin ketat. Maka dari itu, penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut terkait persepsi Wajib Pajak pelaku
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap penyesuaian tarif Pajak
Pertambahan Nilai dari 11% menjadi 12%.
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoretis
PPN merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi sebuah
negara. Penyesuaian tarif PPN ini perlu dipahami dengan baik dan
positif sehingga dapat membantu masyarakat untuk mempersiapkan diri
dalam menghadapi kenaikan harga barang dan jasa. Melalui model
Theory Planned Behavior (TPB), penelitian ini berharap dapat
menjelaskan makna hingga dampak dari adanya penyesuaian tarif PPN
menjadi 12% bagi wajib pajak pelaku UMKM di Indonesia.
b. Manfaat Praktis
1) Bagi Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah UMKM)
Wajib pajak pelaku UMKM memiliki peran sebagai penggerak
ekonomi dan penerimaan negara. Dalam penelitian ini WP UMKM

diharapkan telah mengetahui gambaran mengenai dampak



2)

3)

penyesuaian tarif PPN menjadi 12% sehingga mampu mengatasi
permasalahan yang timbul. Memahami dampak dengan baik akan
mempermudah mereka dalam menjalankan usahanya sesuai
kebijakan pemerintah yang nantinya dapat mendukung tujuan
negara.
Bagi Otoritas Pajak

Penelitian ini berharap otoritas pajak selaku pembuat kebijakan
tersebut dapat mengoptimalkan penerimaan negara melalui
penyesuaian tarif PPN. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi
bahan evaluasi bagi pemerintah dalam melakukan penerapan
kebijakan yang Dberlaku kedepannya serta meningkatkan
pemahaman mengenai makna dari penyesuaian tarif PPN terhadap
masyarakat. Hal ini dikarenakan penyesuaian tarif PPN telah
membuat masyarakat gelisah dan dinilai tidak tepat yang dapat
berdampak negatif pada perekonomian negara.
Bagi Politeknik Negeri Bali

Politeknik Negeri Bali sebagai salah satu kampus vokasi yang
menghasilkan lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia industri
terkini dan terdepan. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki
manfaat untuk mengkaji ilmu dan pengetahuan lebih kompleks
khususnya di bidang perpajakan. Serta dapat memberikan bahan
referensi penelitian baru yang relevan dengan permasalahan

penelitian sejenis.



4) Bagi Mahasiswa
Mabhasiswa telah berperan dalam meningkatkan kualitas sumber
daya manusia. Adanya penelitian ini diharapkan dapat
meningkatkan kualitas mahasiswa mengenai pemahamannya di
bidang perpajakan khususnya terkait dengan makna penyesuaian
tarif PPN. Dengan demikian, mahasiswa bisa memahami dan
menganalisis makna penetapan berbagai kebijakan pemerintah

selanjutnya.



BABV
PENUTUP
A. Simpulan

Penelitian ini telah menjelaskan pandangan wajib pajak UMKM mengenai
gambaran dampak implementasi penyesuaian tarif PPN dari 11% menjadi 12%.
Adanya penyesuaian tarif PPN telah menimbulkan pandangan negatif dan
berdampak nyata bagi wajib pajak UMKM khususnya di Kota Denpasar.
Adanya penyesuaian tarif memiliki dampak pada penurunan daya beli
konsumen, kenaikan harga jual barang, dan penurunan omzet yang dirasakan
pelaku usaha terutama yang belum berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak
(PKP). Melihat adanya berbagai dampak, pemerintah turut mengeluarkan
kebijakan insentif berupa perhitungan PPN dengan menggunakan Dasar
Pengenaan Pajak berupa nilai lain yaitu 11/12 dari harga jual. Insentif tersebut
mampu menyesuaikan keadaan sehingga dapat mengurangi pandangan negatif
wajib pajak UMKM terhadap kebijakan penyesuaian PPN menjadi 12%.

Penelitian ini juga memperoleh tingkat pemahaman publik khususnya bagi
wajib pajak pelaku UMKM yang masih tergolong rendah terhadap kebijakan
penyesuaian tarif PPN. Hal itu disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari
Direktorat Jenderal Pajak selaku perancang kebijakan yang ada. Beberapa
faktor seperti letak wilayah dan sumber daya manusia juga menjadi tolak ukur
kemampuan pelaku usaha dalam memahami dan merealisasikan peraturan
perpajakan. Oleh karena itu, upaya pemerintah yang lebih insentif dan

terstruktur sangat diperlukan dalam meningkatkan pemahaman dan jangkauan
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sosialisasi dimana tidak hanya menuju pada pelaku usaha menengah besar
melainkan juga kepada pelaku usaha mikro kecil.
B. Implikasi

Penelitian ini memiliki implikasi baik secara teoretis maupun secara
empiris. Implikasi teoretis dapat dilihat dalam sosialisasi kebijakan oleh
Direktorat Jenderal Pajak. Melalui sosialisasi yang efektif dengan
menggunakan berbagai media yang ada dapat terus dilakukan secara berkala
dengan harapan bisa meningkatkan pemahaman kebijakan khususnya bagi
wajib pajak pelaku UMKM di Kota Denpasar.

Implikasi secara empiris dalam penelitian ini ditujukan pada DJP selaku
pembuat kebijakan. Dengan meningkatkan kualitas kegiatan sosialisasi seperti
bekerja sama dengan praktisi konsultan pajak dapat membantu masyarakat luas
dalam memahami kebijakan perpajakan. Selain melalui sosialisasi, wajib pajak
pelaku UMKM juga diharapkan dapat meningkatkan literasi perpajakan secara
mandiri sehingga mampu memahami kebijakan yang ada secara optimis.

C. Saran
1. Bagi Wajib Pajak UMKM
Kebijakan penyesuaian tarif PPN 12% oleh pemerintah telah
memberikan berbagai pandangan atau persepsi dari wajib pajak, mulai dari
yang menerima hingga adanya resistensi khususnya dikalangan wajib pajak
pelaku usaha. Hal tersebut membuat wajib pajak pelaku UMKM harus
menggali informasi terkait kebijakan baru yang dikeluarkan oleh

pemerintah dalam hal ini DJP. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya
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memandang dampak negatif dari sebuah kebijakan yang secara tidak
langsung pemerintah mengharapkan masyarakat untuk dapat memahami
tujuan suatu kebijakan demi kepentingan bersama.
. Bagi Otoritas Pajak

Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak sekaligus regulator
kebijakan perpajakan di Indonesia diharapkan mampu melakukan
sosialisasi secara lebih intensif terkait kebijakan penyesuaian tarif PPN dari
11% menjadi 12%. Hal ini dikarenakan masih ada yang belum mengetahui
tentang banyaknya insentif yang diberikan pemerintah lantaran kebijakan
penyesuaian tarif PPN. Masyarakat yang mengerti dan memahami
kebijakan lebih dalam tentu akan mengurangi pandangan yang menyimpang
terkait kebijakan penyesuaian tarif PPN.
. Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini masih terdapat keterbatasan jika dilihat dari segi kuantittas
data yang diperoleh dan hanya berfokus pada wilayah Kota Denpasar.
Melalui penelitian selanjutnya, peneliti berharap dapat dilakukan dengan
menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif
dilakukan agar dapat melibatkan sampel UMKM dengan lingkup yang lebih
luas dan tersebar diberbagai wilayah. Hal itu dilakukan untuk mengetahui
secara statistik dampak dari penyesuaian tarif PPN, tingkat pemahaman

wajib pajak, serta mengukur efektifitas dari sosialisasi oleh otoritas pajak.
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